
79 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

A.Djoko Sumaryanto, Kapita Selekta Pidana Khusus, Ctk. Pertama, UBHARA 

Press, Surabaya, 2020. 

Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis 

Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Ctk. Kedua, 

Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.  

Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. 

                                    , Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2006. 

A.Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. 

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 

2016.   

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), Ctk. Pertama, FH 

UII Press, Yogyakarta, 2004. 

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Keempat, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1983. 

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2015. 

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan 

Konsep KUHP Baru, Ctk. Keenam, Kencana, Jakarta, 2017. 

                                 , Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif 

Perbandingan, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. 



80 
 

                                 , Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia 

(Perspektif Perbandingan Hukum Pidana), Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2012. 

                                 , RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi 

Sistem Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 

Semarang, 2012. 

Daliyo, dkk., Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa, PT Prenhallindo, 

Jakarta, 2001. 

Djazuli, Fiqh Jinayah, Ctk. Ketiga, Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2000. 

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, 

Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. 

E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 

1994. 

Hariman Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus, Ctk. Pertama, UII Press, 

Yogyakarta, 2014. 

Harrys Pratama Teguh dan Usep Saepullah, Teori dan Praktik Hukum Acara 

Pidana Khusus, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016. 

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2017. 

Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2003. 

Lefri Mikhael, dkk., Hukum Pidana Diluar Kodifikasi, Ctk. Pertama, PT Global 

Eksekutif Teknologi, Sumatera Barat, 2023. 

M. Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002. 



81 
 

M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2015. 

Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 2007. 

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 

2012. 

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009. 

Mokhammad Najih, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana 

dalam Cita Negara Hukum, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, Setara Press, Jawa 

Timur, 2014. 

Mudzakkir, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana 

dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Jakarta, 2008. 

Mukhsin Nyak Umar, Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya 

dengan Pembaharuan Hukum Islam), Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Turats, 

Banda Aceh, 2017. 

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Undip, Semarang, 1998. 

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 

Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013.  

Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Ctk. Pertama, AMZAH, Jakarta, 2013. 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009. 

Putera Asromo, Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia, 

Rajawali Pers, Depok, 2018. 

Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Ctk. Pertama, CV Pustaka 

Setia, Bandung, 2000. 



82 
 

Rodliyah dan Salim HS., Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), 

Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Depok,  2017.  

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Kencana, Jakarta, 2016. 

                            , Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, 

Ctk. Keempat, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021. 

Rusli Muhammad, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Ctk. Pertama, UII 

Press, Yogyakarta, 2019. 

Rusli Muhammad dan Hanafi, Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP, Perpustakaan 

Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1994. 

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. 

Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 

1977. 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. 

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Ctk. Kelima, Penerbit Alumni, Bandung, 

2007. 

            , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 

1983. 

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 

2003. 

                                     , Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Cahaya Atma 

Pustaka, Yogyakarta, 2014. 

                                     , Teori Hukum, Ctk. Keenam, Cahaya Atma Pustaka, 

Yogyakarta, 2012. 



83 
 

Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP 

Tantangan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Institute for 

Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2015. 

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2011. 

Umar Said S. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum 

Serta Politik Hukum Indonesia, Setara Press, Malang, 2009. 

Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Ctk. Pertama, CV Pustaka Setia, 

Bandung, 2012. 

Zaeni Asyhadie, dkk., Pengantar Hukum Indonesia, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2015. 

Jurnal 

Marcelino Caesar Kishan, “The Limits of The Judicialization of Politics by The 

Constitutional Court: The Paradox of The General Election Law,” Refleksi 

Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas 

Kristen Satya Wacana, 2024. 

Nelci Priskila Kulle, “Simplifikasi Regulasi sebagai Bentuk Penyelesaian Over 

Regulation dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, 

Jurnal Studia Legalia, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya, 2023. 

Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, 

Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi 

Hukum,” Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No. 3 Vol. 16, Direktorat Jenderal 

Peraturan Perundang-undangan, 2020. 

Wahyudiyono, “Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa 

Timur,” Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Edisi 

No. 2 Vol. 8, BPSDMP Kominfo Surabaya, 2019. 

 

 



84 
 

Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya 

Keluaran Tahun Anggaran 2025. 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

Data Elektronik 

https://peraturan.go.id/, Diakses terakhir pada 13 Februari 2025. 

https://www.kbbi.web.id/dasar, Diakses terakhir tanggal 12 Desember 2024. 

https://www.kbbi.web.id/pemikiran, Diakses terakhir tanggal 12 Desember 2024. 

Eddy O.S. Hiariej, Memahami Delik Korupsi di Rancangan KUHP, terdapat dalam 

https://www.tempo.co/kolom/memahami-delik-korupsi-di-rancangan-kuhp-

900036, Akses  16 April 2025. 

Dion Valerian, Reformulasi Delik Suap Pejabat Publik: Perspektif Belanda, 

terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/reformulasi-delik-

suap-pejabat-publik-perspektif-belanda-lt60126c8f779be/?page=all, Akses 

25 Januari 2025. 

Nanda Narendra Putra, “KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi 

Extraodinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?,” dalam 

https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-

posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-

pemberantasan-korupsi, Akses 2 November 2024. 

Pradnya Wicaksana, Prof. Joost Nan Paparkan Lanskap Regulasi Pidana Ekonomi 

di Belanda dalam Kuliah Tamu FH UNAIR, terdapat dalam 

https://fh.unair.ac.id/prof-joost-nan-paparkan-lanskap-regulasi-pidana-

https://peraturan.go.id/
https://www.kbbi.web.id/dasar
https://www.kbbi.web.id/pemikiran
https://www.tempo.co/kolom/memahami-delik-korupsi-di-rancangan-kuhp-900036
https://www.tempo.co/kolom/memahami-delik-korupsi-di-rancangan-kuhp-900036
https://www.hukumonline.com/berita/a/reformulasi-delik-suap-pejabat-publik-perspektif-belanda-lt60126c8f779be/?page=all
https://www.hukumonline.com/berita/a/reformulasi-delik-suap-pejabat-publik-perspektif-belanda-lt60126c8f779be/?page=all
https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi
https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi
https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi
https://fh.unair.ac.id/prof-joost-nan-paparkan-lanskap-regulasi-pidana-ekonomi-di-belanda-dalam-kuliah-tamu-fh-unair/


85 
 

ekonomi-di-belanda-dalam-kuliah-tamu-fh-unair/, Akses tanggal 25 Januari 

2025. 

 

 

 

 

https://fh.unair.ac.id/prof-joost-nan-paparkan-lanskap-regulasi-pidana-ekonomi-di-belanda-dalam-kuliah-tamu-fh-unair/

